GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan
Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, telah
ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun

Anggaran 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan

Besarnya Insentif dan' Penerima Pembayaran Insenti

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 ,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Tnﬂnqegia Tahiirn 20N4 Namnr 19A Tamhaohan T emhav
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Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Liusuxu. L\Upbf.!.l.lll& FESLPLVIS LTS 3L WL W IJ’,

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah  Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor S5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentano Parmihahan Kediia atac Peratiiran Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8j;



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19 ) ;

14. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi
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Tahun 2010 Nomor 20);

15. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2010 Nomor 44);

16. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81);
N - N == 7

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN
BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMRBAYARAN

AT EdwJi nANi

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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11.

12.

13.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
sumatera Utara.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok
dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara.

Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor serta Produsen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk pemungutan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan
Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang dijjabarkan secara triwulan-an
dalam Peraturan Gubernur.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat
pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan
anak, tunjangan = jabatan struktural/fungsional,
dan/atau tunjangan beras.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib pajak pengawasan
penyetoran.



14. Insentif Pemungutan Pajak vang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan

herdacarlran azac lbenatiitan lrewraiaran Aan racinnalitac
AAV /L RATANVICAE ANCAE S CALZANS LX\JFLJ_LVLS‘LA];X’ ARNS - VY H.J Ak M.L‘l; NALAAr L 2 CANIRAR L ICARE LCAS

disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan,
serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Sumber Insentif
Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif
yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 4

(1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana
penerimaan Pajak daerah dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
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(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan sebesar 3% (tiga persen) ari rencana

penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap
jenis pajak daerah.

Bagian Ketiga

Penerima Iinsentif
Pasal 5

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut
pajak daerah.



(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
proporsional diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut
pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai
penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d.Pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut pajak daerah.

Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap
bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan

h1n}9ng9n vano melekat didasarkan dari nembuat daftar
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gaji yang telah ditetapkan.

Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan  pertimbangan faktor jabatan
struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima
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pengangkatan  jabatan dan  penugasannya = yang
ditetapkan pejabat berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah
ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk besaran insentif pajak daerah yaitu paling
tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang
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Pasal 7

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya .

Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai,
insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal

triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja

triwulan yang telah ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.



(4)

)

(3)

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagaimana penerimaan

daerzh.

Pasal 8

Alokasi besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu
90% (sembilan puluh persen) untuk Dinas Pendapatan
dan 10% (sepuluh persen) untuk pihak lain yaitu
Kepolisian Daerah.

Alokasi besaran Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
untuk Dinas Pendapatan dan 10% (sepuluh persen)
untuk pihak lain yaitu Produsen dan atau Penyedia
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya.

Untuk Penyedia Bahan Bakar sebagiamana dimaksud
pada ayat (2) pemberian insentif pajaknya diperhitungkan
dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari Produsen dan
atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Alokasi besaran Insentif Pajak Air Permukaan (APU) 100%
(seratus persen) untuk Dinas Pendapatan.

Pasal 9

Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk

Penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :
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a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penaggung
jawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing
menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat ;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan
keuangan daerah, menerima 8 (delapan) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat ;

c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebagai
instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan
rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok
dan tunjangan yang melekat ;

2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat
Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala
Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima
setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;



(2)

(2)

(1)

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran masing-
masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali
gajt pckck dan tunjangan yang melekat

4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator
Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan
Admin Komputer, Koordinator Jaringan IT,
Operator IT, masing-masing menerima setinggi-
tingginya S (lima) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat ;

5. Staf dan Tenaga Honorer masing-masing menerima
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tunjangan yang melekat.

Untuk  pelaksanaan penetapan  Alokasi besaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menetapkan dan
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insentif pajak daerah dimaksud setiap bulannya.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyusun penganggaran insentif
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provisi Sumatera Utara,

Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawali, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah.

Pasal 11

Target kinerja Pemungutan Per Jenis Pajak Daerah,
A1fpfanban cnbggo1 bherikit -
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a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas
persen);

b. sampai dengan Triwulan II : 40%(empat puluh
persen);

c. sampai dengan Triwulan III : 75%(tujuh puluh lima
persen);

d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus

persen).



(2) Mekanisme penetapan Insentif berdasarkan target
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

:\
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(lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada
awal Triwulan [I;

/L
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b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari
15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada
awal Triwulan II;

c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai
40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif

diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan
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d. Apabila pada akhir Triwulan Il realisasi kurang dari
40% (empat puluh persenj, Insentif untuk Triwulan Ii
belum dibayarkan pada awal Triwulan III ;

e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari
75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak
diberikan pada awal Triwulan IV ;

f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif
diberikan pada Triwulan IV ;

g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai
100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan
untuk triwulan yang belum dibayarkan.

h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari
100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen), Insentif diberikan untuk Triwulan
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(3) Target Kinerja Pemungutan per jenis pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun
anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif
belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan,
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berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2012 dibayarkan
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Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
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Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Jtara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Maret 2012
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal

9 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR ¥



TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1& TARuUN 201~
TANGGAL 20 MARET 3012

SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

No

JENIS PENERIMAAN

TARGET PENERIMAAN

TRIWULAN I TA. 2012

TRIWULAN II TA. 2012

TRIWULAN III TA. 2012 TRIWULAN IV TA. 2012 JUMLAH
TA. 2012 REALISASI MINIMAL EIESARAN REALISAS! MINIMAL BESARAMN REALISASI MINIMAL EBESARAN REALISAST MINIMAL BESARAN REALISASI MINIMAL BESARAN
(Rp.) (s/d 31 Maret 2012) INSENTIF (s/d 30 Juni 2012) INSENTIF (s/d 31 Oktober 2012,) INSENTIF (s/d 31 Dessember 2012) INSENTIF TA. 2012 INSENTIF
(15%) (Rp.) (40%0) (Rp.) (75%) (Rp.) (100%) {Rp.} (Rp.) TA. 2012
(Rp.) (Ryp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

1.191.237.457.346

1.715.246.457.331

697.500.000.000

12.600.000.000

178.685.613.602

257.286.963.600

104.625.001.000

1.890.000.000

5.360.568.558

7.718.609.058

3.138.750.000

56.700.000

476.494.982.,938

686.098.582.932

279.000.000.000

5.040.000.000

8.934.280.930

12.864.348.430

5.231.250.000

94.500.000

893.428.092.010
1.286.434.842.998
523.125.00€.000

9.450.000.000

12.507.993.302
18.010.087.802
7.323.750.000

132.300.000

1.191.237.457.346 8.934.280.930 1.191.237.457.346 35.737.123.720

1.715.246.457.331 12.864.348.430 1.715.246.457.331 51.457.393.720

697.500.000.000 5.231.250.000 697.500.000.000 20.925.000.000

12.600.000.000 94.500.000 12.600.000.000 378.000.000

JUMLAH ..

3.616.583.914.677

542.487.587.202

16.274.627.616

1.446.633.565.871

27.124.379.360

2.712.437.936.008

372.974.131.104

3.616.583.914.677 27.124.379.360 3.616.583.914.677 108,497.517.440

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO




